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Kontraktor Klaim Tak Ada Kerugian

PALU, MERCUSUAR - Pihak kon-
traktor mengklaim bahwa penger-
jaan proyek Gedung Wanita (GW)
tahap 11, tidak ditemukan kerugian
negara. Yang terjadi hanyalah
perbedaan persepsi tim independen
sehingga seolah-olah pengerjaan
proyek tersebut menimbulkan
kerugian negara.

Demikian dikatakan Kuasa Direksi
PT Trijaya Putrapratama, Jaury O
Sakkung, melalui rilis yang diterima
redaksi, Kamis (20/10).

Menurut dia, bila ada kesepa-
haman memaknai kontrak lumpsum
(versi kontraktor) antara pihak-
pihak terkait (termasuk tim

independen), maka dapat disim-
pulkan pada proyek GW tahap II
tidak ada kerugian negara. Malah
sebaliknya negara tebh diuntungkan
senili pekerjaan tambahan sekitar
Rp 179,927 juta.

Mengutip pernyataan salah satu
anggota Tim Independen, Niko-
demus bahwa membahas persoalan
kontrak, bukan domainnya dan
menyerahkan sepenuhnya kepada
pihak Kejati untuk menanyakan
kepada saksi ahli linnya yang lebih
berkompoten, seperti BPK atau
BPKP.

Menyikapi pernyataan tersebut,
kata Dede, panggilan akrabnya,

kontraktor sangat mendukung upaya
Kejati untuk melakukan konsultasi
kepada lembaga audit resmi negara
seperti BPK/BPKP, dan akademisi

Tamsil Ismail

hinnya yang berkompeten berbicara

kontrak proyek konstruksi.
“Setelah melalui tiga tahapan

klarifikasi (konfrontir), maka telah

dapat disimpulkan satu hal yang
sama yaitu, pada proyek GW tahap II,

Baca KERUGIAN di hal.11

Gubernur Harus
~Evaluasi Bansos Dikda!

PALU, MERCUSUAR- Sorotan
berbagai kalngan terkait bantuan
sosial tahun 2011 di Dinas
Pendidikan Daerah (Dikda) Sulteng
terus bergulir. Kali ini, Ketua Pusat
Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
Sulteng, Tamsil Ismail la mendesak
Gubernur Sulteng Longki Djanggol,

agar mengevaluasi bantuan dengan
niki miliaran rupiah itu.

Desakan evaluasi itu menyusul
adanya dugaan duplikasi anggaran
kepada penerima yang tak sesuai
dengan peruntukkannya. Tahun ini,

Baca BANSOS di hal. 11
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kontraktor telah menghasilkan pekerjaan sesuai
gambar kerja sebagaimana disyaratkan dalam
kontrak kerja, terlepas dari volume pekerjaan yang
belum ada kesepahaman dengan tim
independen,” ujar Dede.

“Kesimpulan tersebut dibenarkan oleh pihak
konsultan pengawas dan tim independen,”
tambahnya.

Ditegaskannya, dalam kontrak kerja PT Trijaya
Putrapratama dengan no: 027/72.a.5/Bag.Peng
pasal 9 ayat 3, secara jelas menyebutkan kontrak

Lump sum. Dengan pemahaman tersebut, maka

sejak awal sampai akhir bekerja kontraktor tidak
merasa perlu untuk menghitung volume
pekerjaan, kecuali untuk keperluan menagih
terminj pembayaran. Itupun kontraktor meminta
bantuan konsultan pengawas menghitung volume
pekerjaan yang sementara terlaksana.
Menurutnya, pada tahun 2009 diakhir
pelaksanaan pekerjaan, terjadi perbedaan
" pemahaman antara kontraktor dengan konsultan
pengawas (dan pengeiola teknis) perihal
memaknai kontrak lumpsum. Walau sepakat
bahwa kontraktor telah bekerja sesuai gambar

dan mutu yang disyaratkan, tapi konsultan penga-
was bersikukuh bahwa kontraktor wajib menam-
bah pekerjaan. Karena hasil pengukuran ulang
oleh konsultan pengawas masih ada kekurangan
volume pekerjaan bila didasarkan BQ/RAB.

Lebih jauh dikatakan, karena keduabelahpihak
bersikukuh, maka disepakati untuk ditakukan rapat
direksi. Kesimpulan rapat direksi, diminta pihak
pengelola proyek, dalam hal ini Biro Perlum, untuk
melakukan konsultasi dengan pihak BPK. Dalam
rapat berikutnya, disimpulkan kontraktor tetap
harus melaksanakan sisa volume pekerjaan
sesuai dengan justifikasi dan petunjuk konsultan
pengawas. Nilai pekerjaan tambah tersebut
sebesar Rp 179,927 juta.

Sebelumnya, temuan terbesar dalam kasus
dugaan korupsi rehabilitasi Gedung Wanita (GW)
Sulteng terjadi- pada rehabilitasi tahap Il tahun
2009 yang dilaksanakan PT Trijaya Putrapratama.

Hanya saja, metode perhitungan volume

‘pekerjaal. antara tim teknis independen dan
.rekanan, belum satu persepsi. Khususnya

perhitungan overlap pada balok, kolom dan plat
lantai. Sebab untuk satu objek tim teknis

independen menghitung satu kali, sedangkan
rekanan menghitung secara terpisah hingga
perhitungannya menjadi dua sampai tiga kali.

“Ini (perhitungan overlap) terjadi bukan hanya
pada rehabilitasi tahap 11, juga rehabilitasi tahap |
dan lll. Overlap berkisar lima hingga tujuh persen,
tidak lebih,” terang tim teknis independen Untad
Nikodemus pada wartawan usai perhitungan
volume pekerjaan pasca Klarifikasi lapangan di
kantor Kejati Sulteng, Rabu (19/10) sore.

Kepala Seksi Penkum Kejati Sulteng Eki Moh
Hasim yang ditemui terkait hasil perhitungan
volume pekerjaan tim teknis independen Untad,
enggan berkomentar. Alasannya, untuk kepen-
tingan penyidikan. “Setelah ini, dilanjutkan dengan
pemeriksaan saksi-saksi lain,” ujarnya. S

Demikian disinggung penetapan tersangka lain,
seperti kuasa pelaksana rehabilitas tahap Il, Jaury
0 Sakung, mengingat fakta-fakta yang terungkap
ditahap penyidikan, Eki enggan berspekulasi.

“Saat ini belum ada jenetapan tersangka lain,
karena kami masih menunggu kesimpulan hasil
pengembangan penyidikan. Tunggu saja nanti,”
imbuhnya. biv Ak




